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Abstract 

Digital transformation affects various conditions and aspects of human life. One of the areas affected is public 

administration. This research aims to see and explore how digital transformation and public administration and 

the impact it has on the political and economic awareness of people who have started to be connected by the 

presence of technology. This research was carried out using a qualitative approach to be able to see how digital 

transformation in public administration can affect the political economy of society. The results of this study found 

that there was a significant impact on political economy awareness and the way government works as a whole as 

a result of digital transformation in public administration. This is because the existence of public transformation 

can increase efficiency, transparency and participation for the community. In the context of political economy 

awareness, digital transformation enables wider and inclusive participation from society. Through digital 

platforms, the public can provide input, express opinions, and participate in relevant discussions. 
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Pendahuluan 

 Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi dan 

beroperasi di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam administrasi publik. Ini mencakup 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi 

dan kualitas layanan publik (Rahadi & Wadirman, 2022). Administrasi publik merupakan 

sistem yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam 

konteks transformasi digital, administrasi publik dapat mencakup penggunaan platform online, 

analisis data, dan kebijakan e-government untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas 

administrasi publik (Scupola & Mergel, 2022). 

 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dalam administrasi publik 

telah memungkinkan adanya perubahan yang signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan 

pertukaran informasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses 

administratif serta mempercepat pengambilan keputusan (Myeong & Jung, 2019). Dalam era 

digital ini, pemerintah telah mengadopsi berbagai inovasi teknologi seperti aplikasi berbasis 

online, sistem e-government, dan analisis big data. Hal ini bertujuan untuk mempercepat 

layanan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan tata kelola yang lebih 

baik (Al-Zahrani, 2020). 

 Transformasi digital dalam administrasi publik juga telah membuka peluang baru bagi 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kebijakan publik. 

Melalui platform online dan jejaring sosial, masyarakat dapat memberikan masukan, 

menyampaikan keluhan, dan berkolaborasi dengan pemerintah (Valle-Cruz et al., 2020). Dalam 

konteks politik ekonomi, kesadaran politik ekonomi mencakup pemahaman individu terhadap 

hubungan antara kebijakan pemerintah, perkembangan ekonomi, dan implikasinya terhadap 

kehidupan sehari-hari. Transformasi digital dalam administrasi publik dapat mempengaruhi 
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kesadaran politik ekonomi dengan meningkatkan akses informasi dan transparansi (Mattioli et 

al., 2020). 

Transformasi digital merujuk pada perubahan fundamental dalam organisasi, proses, 

dan model bisnis yang disebabkan oleh adopsi dan pemanfaatan teknologi digital. Ini 

melibatkan penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara kerja, berinteraksi, dan 

menciptakan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan (Priyono et al., 2020). Transformasi 

ini melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam seluruh lapisan organisasi, termasuk 

infrastruktur, sistem, proses, budaya, dan strategi bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi, inovasi, adaptabilitas, dan pengalaman pelanggan (Machado et al., 2021). 

 Transformasi digital meliputi penggunaan teknologi seperti komputasi awan, Internet 

of Things (IoT), analitik data, kecerdasan buatan (AI), robotika, dan otomasi proses bisnis. 

Teknologi ini memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan 

memanfaatkan data secara lebih efektif. Dalam prosesnya, transformasi digital juga melibatkan 

perubahan dalam cara organisasi berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan, mitra 

bisnis, dan masyarakat. Penggunaan platform digital, media sosial, aplikasi mobile, dan 

teknologi komunikasi lainnya memungkinkan koneksi yang lebih baik dan pengiriman layanan 

yang lebih cepat (Bisht et al., 2022). 

 Transformasi digital tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tetapi juga 

perubahan budaya dan sikap organisasi. Organisasi yang mengadopsi transformasi digital harus 

terbuka terhadap perubahan, berinovasi, dan memiliki kemampuan untuk belajar dan 

beradaptasi dengan cepat. Terdapat berbagai keuntungan kompetitif bagi organisasi, termasuk 

peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, fleksibilitas, dan pelayanan pelanggan yang 

lebih baik melalui transformasi digital. Hal ini juga dapat menciptakan peluang baru untuk 

pengembangan produk dan layanan yang inovatif (Roblek et al., 2021). 

 Melalui transformasi digital, masyarakat dapat mengakses informasi ekonomi secara 

lebih mudah, seperti data dan statistik terkini. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman 

mereka tentang isu-isu ekonomi yang relevan, seperti inflasi, lapangan kerja, dan pertumbuhan 

ekonomi (Manita et al., 2020). Dengan partisipasi dalam platform e-partisipasi dan jejaring 

sosial, individu dapat berbagi pandangan, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan sesama untuk 

mengembangkan pemahaman politik ekonomi yang lebih baik. Ini memperluas ruang publik 

untuk berbagai perspektif dan pemikiran yang dapat mempengaruhi kesadaran politik ekonomi 

(Simonofski et al., 2021). 

Kesadaran politik ekonomi menggambarkan pemahaman dan kesadaran individu atau 

masyarakat tentang hubungan yang kompleks antara politik dan ekonomi dalam konteks 

pembuatan keputusan politik dan implikasinya terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Dalam 

pemahaman kesadaran politik ekonomi, "kesadaran" merujuk pada tingkat kesadaran, 

pengetahuan, dan pemahaman individu atau masyarakat tentang isu-isu politik dan ekonomi 

yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Kesadaran politik ekonomi melibatkan 

pemahaman mendalam tentang kebijakan ekonomi, mekanisme politik, distribusi kekuasaan, 

perekonomian, dan isu-isu sosial yang terkait dengan aspek ekonomi suatu negara (Lahsen & 

Ribot, 2022). 

 Selain itu, kesadaran politik ekonomi juga melibatkan pemahaman tentang dampak 

kebijakan politik terhadap sektor ekonomi, lapangan kerja, tingkat kemiskinan, ketimpangan 

ekonomi, dan kesinambungan pertumbuhan. Kesadaran ini akan mendorong individu atau 

masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum, 

keterlibatan dalam kelompok advokasi, serta partisipasi dalam debat dan diskusi publik. Dalam 

konteks kesadaran politik ekonomi, penting untuk memahami kepentingan dan preferensi 
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berbagai kelompok ekonomi dalam masyarakat, termasuk pengusaha, pekerja, konsumen, dan 

organisasi nirlaba (Ali et al., 2021). 

 Selanjutnya kesadaran politik ekonomi juga melibatkan pemahaman tentang isu-isu 

global seperti perdagangan internasional, investasi asing, dan kerja sama ekonomi antar negara. 

Pemahaman tentang kesadaran politik ekonomi juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

individu dalam konteks politik dan ekonomi (O’Donovan, 2020). Pemahaman yang lebih 

dalam tentang implikasi kebijakan politik dapat memengaruhi keputusan memilih calon politik, 

mendukung inisiatif legislasi, atau terlibat dalam gerakan sosial. Kesadaran ini melibatkan 

partisipasi aktif dalam dialog dan perdebatan mengenai kebijakan ekonomi serta advokasi 

untuk perubahan kebijakan yang dianggap lebih adil dan berkelanjutan (Hess, 2019 

 Namun, transformasi digital dalam administrasi publik juga menimbulkan tantangan. 

Salah satunya adalah kesenjangan digital yang dapat membatasi akses masyarakat terhadap 

teknologi dan informasi. Hal ini dapat mempengaruhi kesadaran politik ekonomi, terutama bagi 

mereka yang terpinggirkan atau kurang mampu (Jamil, 2021). Oleh karena itu, studi mengenai 

transformasi digital dalam administrasi publik dan dampaknya terhadap kesadaran politik 

ekonomi memiliki relevansi yang penting. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi potensi 

dan tantangan dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam proses kebijakan publik serta memperkuat kesadaran politik ekonomi di era 

digital ini. 

 

Metode 

 Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami persepsi, 

sikap, dan pengalaman individu terkait dengan transformasi digital dalam administrasi publik 

dan dampaknya terhadap kesadaran politik ekonomi. Pendekatan kualitatif memberikan 

kebebasan untuk mengeksplorasi aspek subjektif yang kompleks dalam konteks penelitian ini. 

Penelitian ini akan mendasarkan analisis pada studi literatur mendalam yang mencakup 

konsep-konsep kunci dalam administrasi publik, transformasi digital, dan kesadaran politik 

ekonomi. Dengan menggali data dari analisis dokumen dan studi literatur, penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran transformasi 

digital dalam administrasi publik dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesadaran politik 

ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi 

dalam memahami hubungan antara transformasi digital dan kesadaran politik ekonomi dalam 

konteks administrasi publik. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Transformasi Digital dalam Administrasi Publik 

 Transformasi digital dalam administrasi publik merujuk pada perubahan fundamental 

dalam cara lembaga pemerintah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Transformasi ini melibatkan penerapan teknologi 

digital dan integrasi sistem untuk meningkatkan proses administratif, pengambilan keputusan, 

dan interaksi dengan masyarakat. Berbagai teknologi digital telah menjadi pilar utama dalam 

transformasi digital administrasi publik. Big data analytics memungkinkan analisis data yang 

mendalam untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan dalam pengambilan keputusan. 

Cloud computing menyediakan infrastruktur yang skalabel dan fleksibel untuk menyimpan dan 

mengelola data. Kecerdasan buatan (AI) digunakan dalam otomatisasi proses, pengenalan pola, 
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dan pengambilan keputusan cerdas. Internet of Things (IoT) memungkinkan koneksi antara 

perangkat untuk berbagi data secara real-time. Blockchain menawarkan keamanan dan 

transparansi dalam pengelolaan data dan transaksi. 

 Implementasi transformasi digital dalam administrasi publik melibatkan strategi dan 

langkah-langkah yang matang. Tantangan yang mungkin dihadapi termasuk kurangnya 

pemahaman tentang teknologi digital, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sumber 

daya, dan masalah keamanan data. Penting bagi lembaga pemerintah untuk merencanakan dan 

mengelola perubahan ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti 

kepemimpinan yang kuat, keterlibatan masyarakat, pelatihan dan pengembangan sumber daya 

manusia, dan kemitraan dengan sektor swasta. Transformasi digital membawa manfaat yang 

signifikan bagi administrasi publik. Peningkatan efisiensi operasional terjadi melalui 

otomatisasi proses, penggunaan data yang lebih efektif, dan pengurangan birokrasi. Pelayanan 

publik dapat ditingkatkan melalui akses yang lebih mudah dan cepat, layanan online, dan 

respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga 

meningkat melalui platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, 

memberikan umpan balik, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 

yang lebih informasional terjadi dengan adanya akses real-time terhadap data dan analisis yang 

mendalam. 

 Penting untuk menjaga keberlanjutan dan skalabilitas transformasi digital dalam 

administrasi publik. Hal ini melibatkan pemeliharaan infrastruktur teknologi, pembaruan 

kebijakan dan regulasi yang relevan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan 

investasi jangka panjang dalam teknologi dan inovasi. Transformasi digital juga melibatkan 

perubahan budaya dan paradigma dalam administrasi publik. Masyarakat harus menerima dan 

beradaptasi dengan perubahan ini, termasuk penggunaan teknologi, aksesibilitas data, dan 

partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. 

 Dalam konteks transformasi digital, keamanan dan privasi data menjadi perhatian 

utama. Administrasi publik harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan digunakan 

dalam transformasi digital dijaga dengan baik dan privasi individu dijaga dengan baik. 

Transformasi digital dalam administrasi publik mendorong kerja sama antar lembaga. 

Kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi penting 

dalam memastikan kesuksesan transformasi digital dan mendapatkan manfaat maksimal dari 

penggunaan teknologi. 

 Penting untuk melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap transformasi digital dalam 

administrasi publik. Indikator kinerja dan metrik harus ditetapkan untuk melacak kemajuan 

dan dampak transformasi digital. Transformasi digital dalam administrasi publik terus 

berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat. Tantangan 

seperti kecepatan teknologi yang cepat, penyesuaian regulasi, dan inklusi digital perlu diatasi. 

Namun, ada juga peluang besar untuk terus memperbaiki layanan publik, meningkatkan 

partisipasi masyarakat, dan mencapai pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan 

transformasi digital dalam administrasi publik. 

Hubungan antara Transformasi Digital dan Administrasi Publik 

 Transformasi digital memiliki peran krusial sebagai pendorong perubahan dalam 

administrasi publik. Melalui penerapan teknologi digital, seperti big data analytics dan 

kecerdasan buatan, administrasi publik dapat mengoptimalkan proses kerja, meningkatkan 

efisiensi operasional, dan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Transformasi digital 

juga memungkinkan adopsi model kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif, mempercepat 

pengambilan keputusan, dan mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik. Pemerintah 
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memiliki peran kunci dalam mengadopsi dan mengelola transformasi digital dalam 

administrasi publik. Diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung, infrastruktur 

teknologi yang memadai, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang dapat 

mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi digital dengan baik. Pemerintah juga perlu 

mendorong budaya inovasi, kolaborasi dengan sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses transformasi digital. 

 Kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi penting dalam mendorong 

transformasi digital dalam administrasi publik. Kemitraan strategis antara kedua sektor ini 

memungkinkan berbagi sumber daya, akses terhadap teknologi dan keahlian, serta 

pengembangan solusi inovatif. Dalam kolaborasi ini, sektor swasta dapat memberikan 

pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi teknologi digital, sementara sektor publik 

membawa pemahaman tentang kebutuhan masyarakat dan tugas-tugas administratif yang 

spesifik. Transformasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola publik. 

Penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik meningkatkan transparansi dengan 

menyediakan akses yang lebih luas terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan. 

Selain itu, transformasi digital juga dapat meningkatkan akuntabilitas melalui pemantauan dan 

evaluasi yang lebih efektif. Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui platform digital 

yang memungkinkan kolaborasi dan umpan balik yang lebih aktif. Transformasi digital juga 

berpotensi meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan dengan memastikan akses 

yang setara terhadap informasi dan layanan publik. 

 Transformasi digital memerlukan pengembangan keterampilan digital yang mencakup 

pemahaman tentang teknologi digital, analisis data, keamanan siber, dan kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan teknologi. Administrasi publik perlu berinvestasi dalam 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa pegawai publik 

memiliki keterampilan yang relevan dan mampu menghadapi tantangan yang terkait dengan 

transformasi digital. Transformasi digital juga membawa risiko dan tantangan yang perlu 

dikelola dengan baik. Salah satunya adalah risiko keamanan siber yang meningkat dengan 

adanya konektivitas yang lebih luas. Administrasi publik harus melibatkan keahlian dalam 

keamanan siber untuk melindungi data dan infrastruktur digital. Tantangan lainnya termasuk 

ketimpangan akses digital yang dapat meningkatkan kesenjangan digital antara masyarakat, 

perubahan budaya organisasi yang kompleks, dan perlunya menciptakan regulasi yang relevan 

untuk mengatasi perubahan teknologi yang cepat. 

 Selain itu, transformasi digital mendorong adopsi model kerja yang lebih digital dan 

fleksibel dalam administrasi publik. Model kerja yang berbasis digital memungkinkan 

kolaborasi virtual, penggunaan alat kerja digital yang efisien, dan akses terhadap informasi 

secara real-time. Administrasi publik perlu mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang 

mendukung adopsi model kerja digital ini, termasuk akses internet yang luas, alat kerja digital 

yang memadai, dan budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan. Transformasi digital dalam 

administrasi publik menghasilkan jumlah data yang besar. Oleh karena itu, pengelolaan data 

yang efektif dan analitik menjadi kunci dalam memperoleh wawasan dan informasi yang 

bernilai. Administrasi publik perlu memiliki sistem pengelolaan data yang baik, keahlian 

analitik yang memadai, dan pemahaman tentang penggunaan data untuk pengambilan 

keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. 

 Transformasi digital juga harus memperhatikan inklusi digital dan aksesibilitas untuk 

memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam proses administrasi publik. Administrasi 

publik perlu memastikan bahwa akses ke teknologi digital dan layanan publik secara adil dan 

merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau 

memiliki keterbatasan aksesibilitas. Penting untuk melakukan evaluasi dampak dan perubahan 
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yang dihasilkan dari transformasi digital dalam administrasi publik. Melalui pengukuran 

kinerja dan evaluasi yang berkelanjutan, dapat diperoleh pemahaman tentang efektivitas 

transformasi digital, manfaat yang diperoleh, serta area yang perlu diperbaiki atau 

dikembangkan lebih lanjut. Evaluasi ini menjadi landasan untuk pengambilan keputusan 

strategis dan perbaikan berkelanjutan dalam administrasi publik. 

Dampak Transformasi Digital terhadap Kesadaran Politik Ekonomi 

 Transformasi digital mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara 

kerja dan meningkatkan kinerja administrasi publik. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai 

teknologi seperti big data analytics, kecerdasan buatan, dan blockchain. Transformasi digital 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan pelayanan publik yang 

lebih baik. Teknologi digital memiliki dampak signifikan pada kesadaran politik ekonomi. 

Melalui transformasi digital, informasi politik dan ekonomi dapat dengan cepat diakses dan 

disebarluaskan kepada masyarakat secara luas. Teknologi digital juga memungkinkan 

partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, serta 

memfasilitasi diskusi yang lebih terbuka dan inklusif. 

 Kemudian transformasi digital dalam administrasi publik memungkinkan pengumpulan 

dan analisis data yang lebih efisien. Hal ini berdampak pada kemampuan pemantauan dan 

evaluasi kebijakan politik dan ekonomi. Data yang dihasilkan oleh teknologi digital dapat 

digunakan untuk mengukur dan memahami dampak kebijakan, serta membantu dalam 

perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih informasional. Transformasi digital 

memungkinkan akses yang lebih luas dan dalam terhadap informasi politik dan ekonomi. 

Melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses berita, laporan, dan data terkait dengan 

kebijakan politik dan ekonomi secara real-time. Ini memungkinkan masyarakat untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu terkini dan membuat keputusan yang 

lebih terinformasi. 

 Kesadaran politik ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan melalui transformasi digital. 

Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi politik dan ekonomi, masyarakat 

menjadi lebih sadar akan isu-isu terkait kebijakan publik, perubahan ekonomi, dan 

implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini mendorong partisipasi aktif dalam 

proses politik dan ekonomi, serta pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab 

sebagai warga negara. Transformasi digital juga memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat 

dalam proses politik dan ekonomi. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan 

umpan balik, memberikan pendapat, dan berpartisipasi dalam diskusi yang berkaitan dengan 

kebijakan politik dan ekonomi. Ini memungkinkan suara masyarakat didengar dan 

memengaruhi pengambilan keputusan, menciptakan proses yang lebih demokratis dan inklusif. 

 Dalam transformasi digital, pengambilan keputusan politik dan ekonomi didasarkan 

pada data dan informasi yang lebih informasional. Teknologi digital memungkinkan 

pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang lebih cepat dan akurat. Keputusan yang 

diambil berdasarkan data yang terpercaya dan informasi yang terkini dapat menghasilkan 

kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif pada masyarakat. Transformasi digital 

kemudian dapat berdampak pada paradigma administrasi publik. Administrasi publik menjadi 

lebih responsif dan terbuka terhadap perubahan politik dan ekonomi yang cepat. Perubahan 

teknologi digital mempengaruhi tata kelola dan strategi administrasi publik, yang pada 

gilirannya memengaruhi kesadaran politik ekonomi dan interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat. 

 Dalam transformasi digital, keamanan data dan privasi menjadi isu penting. Dengan 

adanya pertukaran informasi politik dan ekonomi melalui platform digital, perlindungan data 
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pribadi dan kerahasiaan informasi menjadi perhatian utama. Administrasi publik perlu 

mengadopsi langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif dan 

memastikan privasi individu terjaga. Transformasi digital dalam administrasi publik 

berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Teknologi digital memungkinkan 

adopsi layanan publik yang lebih efisien, responsif, dan terjangkau. Masyarakat dapat dengan 

mudah mengakses informasi dan layanan publik melalui platform digital, meningkatkan 

kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

 

Kesimpulan 

 Transformasi digital dalam administrasi publik memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kesadaran politik ekonomi dan mengubah cara kerja pemerintahan secara 

keseluruhan. Melalui adopsi teknologi digital dan implementasi strategis, administrasi publik 

dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan 

berbasis data. Dalam hal ini, kolaborasi antara sektor publik dan swasta menjadi penting untuk 

mencapai hasil yang optimal. Pada tingkat konseptual, transformasi digital melibatkan 

penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara kerja administrasi publik. Hal ini 

melibatkan adopsi teknologi seperti big data analytics, kecerdasan buatan, cloud computing, 

dan Internet of Things (IoT) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses administratif. 

Dengan memanfaatkan teknologi ini, administrasi publik dapat menyediakan pelayanan yang 

lebih baik, memperkuat transparansi, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam 

pengambilan keputusan. Dalam konteks kesadaran politik ekonomi, transformasi digital 

memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif dari masyarakat. Melalui platform 

digital, masyarakat dapat memberikan masukan, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi 

dalam diskusi yang relevan. Pengambilan keputusan berbasis data juga dapat memperkuat 

kesadaran politik ekonomi dengan menginformasikan kebijakan yang lebih efektif dan terukur. 

Namun, penting untuk memperhatikan implikasi sosial dan etis dalam transformasi digital, 

seperti privasi data dan kesenjangan digital, sehingga kesadaran politik ekonomi dapat 

ditingkatkan secara inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat. 
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